| SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 173/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

" Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama. ..
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Mengingat

=

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa
Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten
Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan . . .
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4 /Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data  Pemilih, dan Kelompok  Penyelenggara

Pemungutan . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




e

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran  Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-
Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-
Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran Nomor 36/PL.02-

Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara

Menetapkan

Pemungutan Suara di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang
Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAMOTAN KECAMATAN
KALIPUCANG KABUPATEN

PANGANDARAN . . .
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

il

PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pamotan
Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan
Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana
Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2020.

Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November
2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten

Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan . . .
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPATEN PANGAND

N
Hukum,

.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAMOTAN,

ttd.

SUHADIYANTO
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 173/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI1/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PAMOTAN KECAMATAN
KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
DALAM PENYELENGGARAAN  PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO. NAMA L\P ALAMAT
1. | EDI KUSTANDI L |
2. | EKA SUPRIANTO L eessesssemeses
3. | ULFA TSUADAH e
4. | IWAN SETIAWAN L oeseesssesmes
5. | ELA JULAEHA p | - 3
6. | wana rizm N
7. | AEP SAEPUDIN L " —
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B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L\P ALAMAT
i L ———
" | FADHILAH
g r— | —
4. | LILIS SITI SOLIHAH P | A
6. | sus suvwm » |
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L\P ALAMAT
P
R P
R

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran




-9 -

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L\P ALAMAT
2. | OTING APRIANTI P - -
3. | ANTO HERMAWAN I eessscesscssss: d
4. | ENOK IRNA P | A
5. | SUSILAWATI p | - -----
6. | SUPRIATNA MAULANAS | L | —
7. | ALDI SURYADI M L - —

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L\P [ ALAMAT
o, | ——
2. | PHANTRA HANJUNG L “
3. | UNDAN HERYANA L esesmeesecsewes _
4. | HERU SAPUTRA L |
5. | KARNASIH P .. -ﬂA
6. | AHMAD TRIYONO L | —
7. | AGUS SUNANDAR L - —
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Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L\P ALAMAT
1. | HERLI SUHERLI L s
2. | ELI KARLIANA L -
3. | WAWAN RUHYANA L |
4. | AAN ARNASIH P eessessseesses
5. | IRWAN ABU MANSYUR L| - -----
7. | SUTRISNO L - -
G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)
No. NAMA L\P ALAMAT
1. | WANTO RUSWANTO L |
2. | ANGGI SETIAWAN L _
3. | RHONA DESTIANA N —
4. | EKO WIBOWO L | m
5. | ENI YULIANI P .. _---——
6. | ANDRIANSYAH L — ]
7. | WANDI ANWAR F L - — )
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Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAMOTAN,

ttd.

SUHADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ABLJPATEN PANGANDARAN
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